Hari Otonomi Daerah, DPRD
Batang Hari: Sinergili Pusat
dan Daerah Membangun
Nusantara Menuju Indonesia
Emas

Batang Hari, Jambi — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batanghari Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Otonomi
Daerah Ke-29 (25 April 2025) “Sinergi Pusat dan Daerah,
Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045".

Hari Otonomi Daerah yang diperingati pada tanggal 25 April
setiap tahunnya merupakan momen penting bagi negara kita untuk
memperingati keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaan otonomi daerah.

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah telah menetapkan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1945 yang menekankan asas dekonsentrasi,
memberi landasan bagi pembentukan komite nasional daerah,
karesidenan, kabupaten, dan kota berotonomi. Kemudian, melalui
perubahan menjadi UU Nomor 22 Tahun 1948, Indonesia mengakuil
tiga tingkat daerah: provinsi, kabupaten/kota besar, dan
desa/kota kecil.

Setelah Pemilu 1955, UU Nomor 1 Tahun 1957 memperkenalkan
istilah “Daerah Swatantra” dan membagi wilayah RI menjadi
daerah besar dan kecil. Pada tahun 1965, UU Nomor 18 Tahun
1965 memberikan pendekatan desentralistis dengan mewujudkan
daerah otonom biasa dan Kkhusus.

Kebijakan desentralisasi diperbaharui dengan UU Nomor 5 Tahun
1974, meskipun kebijakan sentralistis tetap dominan di
pemerintahan pusat. UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan
kewenangan penuh Kkepada pemerintah daerah Kkecuali untuk
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beberapa urusan tertentu.

Di bawah UU Nomor 32 Tahun 2004, terbentuklah lebih banyak
daerah otonom baru, dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
secara langsung menjadi kenyataan. UU Nomor 23 Tahun 2014
ditetapkan untuk memperjelas pengaturan pemerintahan daerah,
pilkada, dan desa. (Red)



